
KEDUDUKAN LAPORAN KETERANGAN 

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  (DPRD) 

MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 

2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

Oleh: 

SEPTIANA

NIM: 912 20 080

TESIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM 

PALEMBANG, 2023 



ii 

KEDUDUKAN LAPORAN KETERANGAN 

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  (DPRD) MENURUT UNDANG-

UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Oleh: 

SEPTIANA

NIM: 912 20 080

TESIS 

Diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Magister Hukum 

pada Program Studi Magister Hukum 

Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Palembang 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM 

PALEMBANG, 2023 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


ABSTRACT 

 

POSITION OF REPORT OF RESPONSIBILITY OF REGIONAL HEADS TO REGIONAL PEOPLE'S 

REPRESENTATIVE BOARDS (DPRD) ACCORDING TO LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT 

 

BY 

SEPTIANA 

 

In the administration of regional government, it is carried out by the regional head and the Regional People's 

Representative Council (DPRD), meaning that the DPRD and the Regional Head have an equal position, even 

though on the other hand the DPRD is also a regional legislative body, this is limitedly regulated in Law No. 23 

of the Republic of Indonesia. 2014 concerning Regional Government. The Regional Head submits the 

Accountability Report (LKPJ) to the DPRD at the end of each fiscal year and at the end of the term of office. The 

problems in this thesis are How is the Accountability Report (LKPJ) of the Regional Head to the DPRD and How 

is the Position of the DPRD in the administration of regional government according to RI Law number 23 of 2014 

concerning regional government. The research method in this thesis is normative research by examining primary 

legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of literature relevant to the 

research problems discussed and also supported by primary data sourced from the field through interviews. The 

results of this study are that the Regional Head submits the LPKJ to the head of the DPRD in the administration 

of regional government, both in decentralized government affairs, as well as assistance tasks (Medebewind) at 

the end of each fiscal year and at the end of the term of office of the Regional Head, there are no legal 

consequences for being rejected or not accepting the LKPJ. Regional Head to DPRD. While the position of the 

DPRD, apart from being a regional legislative body, is also part of the regional government that carries out the 

functions, duties and authorities of the regional government in accordance with the applicable laws and 

regulations. 

 

 

Keywords: Position, Regional Head LKPJ. DPR 
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Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), padahal dalam teori 

Trias Politika Kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, namun 

menurut  Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang artinya 

DPRD juga menjalankan urusan pemerintahan bersama Kepala Daerah. Dan 

dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah 

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada setaiap akhir tahun anggaran 

dan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam Tesis ini 

akan dikaji tentang Kedudukan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan 

kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparatur 

Penyelenggara Pemerintahan khususnya Kepala Daerah baik Gubernur maupun 

Bupati/Wli Kota dan DPRD. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari 

sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik teknis 



penulisan maupun analisis kajian yang terdapat dalam tesis ini, oleh sebab itu 
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demi terwujudnya tesis ini yang lebih sempurna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan 

kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.1 Kedudukan yang 

setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki 

kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini 

tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. 

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD 

adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk 

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga 

antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling 

mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam 

melaksanakan fungsi masing-masing. 

Jika kita lihat DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD 

memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas 

dan wewenang, DPRD mempunyai hak : (a) interpelasi; (b). angket; dan (c) 

menyatakan pendapat. 

Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah : “Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh  Perangkat 

                                                           
1  Juanda,  2004, Hukum Pemerintahan Daerah,  Pasang surut Hubungan Kewenangan 

Antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung,   hlm, 43. 
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Daerah”. DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda 

Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan 

Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh 

Gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan 

APBD Provinsi, memilih Gubernur, mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan 

pengesahan pengangkatan dan pemberhentian, memberikan pendapat dan 

pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian 

Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, memberikan 

persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 

Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, memberikan 

persetujuan terhadap kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga 

yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi dan melaksanakan 

wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(Pasal 101 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014).   Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata  cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tersebut diatas diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Tentang 

tata tertib. (Pasal 101 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2014). 

Sedangkan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah 

membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota, membahas dan 

memberikan persetujuan Rancangan Perda  mengenai APBD Kabupaten/Kota 

yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota, melaksanakan pengawasan terhadap 
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pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota, memilih Bupati/Wali Kota, 

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali Kota kepada 

Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan 

pengesahan pengangkatan dan pemberhentian, memberikan pendapat dan 

pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana 

perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama 

internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan 

persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak 

ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah dan melaksanakan wewenang 

lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 154 

ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014).  Ketentuan tata cara pelaksanaan tugas 

dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) diatas diatur dalam 

Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Tentang tata tertib. (Pasal 154 ayat (2) UU 

RI Nomor 23 tahun 2014). 

Penyelenggaran urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 

hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria 

di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala 
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provinsi yang meliputi 16 (enam belas) buah urusan. Urusan pemerintahan 

provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata 

ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah daerah 

memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah 

lainnya.2 Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, 

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan 

sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan 

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan 

antar susunan pemerintahan. 

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 

pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan 

mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya 

disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara 

Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap 

                                                           
2  Ibid, hlm 44 
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urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan 

daerah.3 

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara 

lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan 

urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan 

mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi 

hasl dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana 

perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan 

sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. 

Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah 

menerapkan prinsip uang mengikuti prinsip. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat 

mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling 

menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk badan 

kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Dalam 

penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. 

Kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan 

persetujuan DPRD. 

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-

                                                           
3  Syaukani HR, dkk, 2005,   Otonomi Daerah dan Komopetensi Lokal, Dyanan Milenia, 

Jakarta,  hlm, 71. 
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Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.4 Dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah 

meliputi Politik luar negeri, Pertahanan, Yustisi, Moneter, Fiscal nasional, 

Agama. 

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di 

luar urusan pemerintahan, Pemerintah dapat :5 (1) Menyelenggarakan sendiri 

sebagian urusan pemerintahan, (2) Melimpahkan sebagian urusan 

pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah atau; (3) Menugaskan 

sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau Pemerintahan Daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang seharusnya di dalam prakteknya 

haruslah sesuai dengan asas legalitas. Pemerintah daerah harus bertindak sesuai 

kewenangan yang berlaku. Pemerintah daerah tidak boleh bertindak dengan 

menyalahgunakan wewenang dan melampaui wewenang, atau tanpa 

wewenang, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan Negara Sejahtera. 

Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang 

demokratis dengan menggunakan prinsip desentralisasi, maka kepala daerah 

                                                           
4  Juanda, Op. Cit, hlm, 53 
5  Ibid, 
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otonom bukan perpanjangan pemerintahan pusat, tetapi menjadi pemimpin 

rakyat di daerah yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan 

daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, berdasarkan peran serta 

dan partisipasi rakyat secara aktif. 

Pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi 

diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, 

berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Pemerintahan daerah yang sesuai 

dengan prinsip pertanggungjawaban yakni dapat mempertanggungjawabkan 

segala kegiatan tindakan pemerintahan kepada rakyat di daerah.6 

Transparansi diartikan pemerintahan daerah dapat secara terbuka bagi 

rakyat di dalam memperoleh informasi dari setiap kegiatan tindakan 

pemerintahan daerah, sedangkan berdasarkan hukum diartikan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sesuai dengan norma-

norma yang telah disepakati yang didasarkan kepada akal sehat dan 

pengalaman serta partisipas dimaksudkan yaitu menerima masukan atau 

pertimbangan dari rakyat di daerah yang bersangkutan. Dengan prinsip 

otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan bagi 

pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah 

secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai harapan rakyat di daerah. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, 

akuntabilitas dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antar 

susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam 

pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat 

yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. 

                                                           
6 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002,Otonomi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1 
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Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan 

tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi 

kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah. 

Lebih lanjut disebutkan kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam 

pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat 

pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat 

pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan 

yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan 

bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.7 

 

Sedangkan kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian 

urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya 

(personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketetapan, kepastian, dan 

kecepatan  hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. 

Artinya apabila suatu  bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan 

lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh daerah provinsi 

dan/atau daerah kabupaten/kota dibandingkan apabila ditangani oleh 

pemerintah, maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada daerah provinsi 

dan/atau daerah kabupaten/kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan 

lebih berdaya guna dan berhasil guna bila ditanganai oleh pemerintah, maka 

urusan tersebut ditangani pemerintah. Untuk itu pembagian bagan urusan harus 

disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya 

bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran daya guna dan hasil guna 

tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat besar 

kecilnya resiko yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian 

hubungan yakni bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang 

dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling 

                                                           
7 Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, PT. Sinar Grafika, 

Jakarta,  hlm. 8 
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berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdepensi), dan saling 

mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan 

kemanfaatan.  

Dalam hubungan kepala daerah melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan Negara memiliki dua fungsi pemerintahan. Pertama, yaitu 

sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan 

bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Kedua, 

sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Dengan kedua fungsi 

tersebut kepala daerah, harus mengamankan juga program-program pemerintah 

di daerah. 

Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, 

selain mepunyai kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 67 UU RI Nomor 23 

tahun 2014, Kepala Daerah juga wajib menyampaikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan 

pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 

dimaksud mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.(Pasal 69 ayat 

(1) dan ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2014).  

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat rangkaian 

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas 

Perbantuan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Provinsi kepada Prsiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali 
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dalam 1 (satu) tahun. Bupati/Wali kota menyampaikan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri 

melalui Gubernur sebagaiwakil Pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun.Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

sebagaimana maksud diatas disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasidan pembinaan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi 

sebagaimana dimaksud . Menteri dapat mengkoordinasikan pengembangan 

kapasitas daerah sedangkan pembinaan yang dilaukan oleh Pemerintah Pusat 

dapat berupa pemberianpenghargaan dan sanksi. (Pasal 70 UU RI Nomor 23 

Tahun 2014). 

Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

aerah. Sebagaiamana ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 

2014, bahwa Kepala daerah menyampikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka 

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tersebut dibahas oleh 

DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(Pasal 71 UU RI Nomor 23 Tahun 2014). 

Berdasarkan uraian di atas menjadikan peneliti tertarik untuk 

melakukan kajian melalui tesis ini yang diberi judul : “KEDUDUKAN 
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LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA 

DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH.”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang 

RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Penerintahan Daerah  ? 

2. Bagaimana Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang RI 

Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ? 

C. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup oenelitian ini adalah dibidang hukum tata negara 

khususnya hukum pemerintahan daerah. Untuk membatasi permasalahan yang 

akan dibahas, agar tidak melebar maka penulis membatasi permasalahan 

mengenai kedudukan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 

kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan fungsi Kedudukan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan  

daerah menurut UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian untuk : 

a. Menganalisis dan mengetahui laporan keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.  

b. Menganalisis dan mengetahui Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-

Undang RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya 

dan Hukum Administrasi Negara atau Hukum Pemerintahan pada 

khususnya, terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dilaksanakan oleh kepala pemerintahan di daerah beserta dengan 

perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai 

dengan kaidah atau norma-norma penyelenggaraan pemerintahan daerah 

terutama Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai pelaksana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
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E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan 

dalam penulisan tesis ini, dipergunakan landasan teoritis sebagai berikut : 

a. Teori Pertanggungjawaban 

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh 

karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut,  maka unsur 

pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk 

membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat 

sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai 

fahami yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab 

kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. 

Maka dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang 

untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan 

undang-undang. 

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut 

Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :8 

a. Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 

terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena 

tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban 

tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. 

b. Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 

terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang 

bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada 

jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan 

                                                           
8   Ibid, hlm. 35 
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pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat 

atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan 

berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. 

 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab, dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut :9 

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault 

liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup 

umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 

1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, 

seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara 

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. 

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim 

dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, 

mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu : 

a. Adanya perbuatan; 

b. Adanya unsur kesalahan; 

c. Adanya kerugian yang diderita; 

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan 

dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan 

                                                           
9 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta,  hlm. 73 
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undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam 

masyarakat. 

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap 

bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia 

dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 

Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah 

penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari 

tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia 

telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk 

menghindarkan terjadinya kerugian. 

Dalam prinsip inni, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. 

Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van 

bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga 

tidak bersalah (presumption of innocence). Namun jika diterapkan 

dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. 

Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk 

membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang 

digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya 

tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati 

mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu 

terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal 

menunjukkan kesalahan tergugat. 
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3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip 

praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam 

lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari 

penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan 

atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya 

dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung 

jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) 

tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang 

dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen. 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering 

diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (absolute 

liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan 

kedua terminologi di atas. 

Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip 

tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor 

yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang 

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya 

pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah 

prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada 

pengecualiannya. 
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Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan 

absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk 

membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian 

yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. 

Tanggung jawab adalah mutlak. 

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of 

liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk 

dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar 

yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya 

ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau 

rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya 

dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. 

b. Teori Desentralisasi 

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, 

yaitu “de” berarti lepas dan centrum berarti pusat. Jadi menurut perkataan 

berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.10 

Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dalam 

Khairul Muluk berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki 

self government melalui lembaga politik yang akan direktur secara 

demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa 

dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik 

                                                           
10 Inu Kencana Syafei,  2002, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,  

hlm. 85 
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provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang 

mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tertentu. Karena 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan elemen dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Menurut Henry Maddick dalam Juanda, desentralisasi merupakan 

pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang 

spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.11 

Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu 

pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan 

dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya 

sendiri.12 

Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi menyebutkan, bahwa 

desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan 

pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan 

yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang 

bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan 

tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum dan pemerintahan, 

penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan 

kemasyarakatan. 

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Siswanto 

Sunarno menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung 

jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan 

                                                           
11  Juanda, Op. Cit, hlm. 54 
12 Amrah Muslimin,1998,  Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung,  

hlm. 27 
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daerah. Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan 

kata lain, bahwa desentralisasi merupakan pengotonomian menyangkut 

proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. 

Pada hakekatnya pemerintahan daerah melaksanakan pemerintahan 

daerah melaksanakan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib dan pilihan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi 

daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah daerah dalam fungsi mengatur bersifat menetapkan 

peraturan-peraturan terhadap kepentingan daerah yang bersifat abstrak 

berisi norma perintah dan larangan, sedangkan tindakan mengurus 

bersifat peristiwa konkrit serta tindakan mengadili yaitu mengambil 

tindakan dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikan sengketa dalam 

hukum publik, privat dan hukum adat. Sistem daerah otonom 

berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukanurusan 

penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshidiqie, 

dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah 

tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian 

penyelenggaraan pemerintah Negara, yakni : (1) ajaran rumah tangga 
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materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. 

Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly 

Asshidiqie sebagai berikut :13 

1. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah 

urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah 

tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh 

pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian 

pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan 

sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang 

dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya 

pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan 

karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh 

pusat. 

2. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah 

dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-

undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah 

dipertegas rinciannya dalam undang-undang. 

3. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan 

kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan 

pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, 

sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah 

dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang 

berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya 

suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi 

suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang 

akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan 

menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu 

wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan-

peraturan lainnya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 

seluas-luasnya, berdasarkan pendapat Sudono Syueb menyebutkan 

pada intinya, bahwa daerah diberikan kebebasan dan kemandirian 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menentukan 

sendiri kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

pemilihan langsung kepada masyarakat. Melalui pemilihan langsung, 

maka dihasilkan kepala daerah otonom adalah pemimpin rakyat di 

daerah bersangkutan yang mempunyai kewajiban untuk 

menyelenggarkan pemerintahan daerah guna mewujudkan 

kesejahteraan rakyat di daerah. Sebagai kepala daerah otonom, dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip 

demokrasi, karena melibatkan sebesar-besarnya peran rakyat dalam 

                                                           
13 Jimly Asshidiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 48 
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penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menciptakan 

kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang demokratis akan dapat 

menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi, partisipatif, efektif dan efisien serta 

bermoral yaitu pemerintahan daerah melaksanakan tindakan 

pemerintahan dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepada 

pemerintah dan rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta dapat 

berlangsung secara terbuka dan siap dikoreksi oleh rakyat sesuai 

esensi prinsip transparansi. Melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga dapat disebutkan 

otonomi daerah secara luas adalah prinsip demokrasi, prinsip 

pemerataan, prinsip kesetaraan, dan prinsip keadilan bagi daerah serta 

prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

 

Dengan demikian, desentralisasi dalam asas otonomi dan tugas 

pembantuan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, merupakan kebebasan dan kemandirian yang seluas-

luasnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala 

daerah yang memiliki fungsi atau bidang pekerjaan sebagai 

penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan 

desentralisasi sesuai dengan demokrasi. 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah, batas-batas serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi 

kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam 
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uraian di bawah ini, akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan 

istilah yang berkaitan dengan judul tesis ini sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab, sesuatu yang 

dipertanggungjawabkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah laporan kepala daerah 

kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur peneylenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadiu kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 ayat (3) UU RI 

Nomor 23 Tahun 2014).  

4. Kepala daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang 

yang mengepalai suatu daerah ( Gubernur, Bupati/wali kota). 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

daerah (Pasal 1 ayat ( 4) UU RI Nomor 23 Tahun 2014). 

F. Metode Penelitian 

Didalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini digunakan 

metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif 

mengkaji data sekunder yaitu kaidah hukum, perundang-undangan, dan 
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perilaku terapan dari undang-undang. Obyek kajian yaitu : kedudukan 

laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Kedudukan Dewan Perwakilan rakyat 

Daerah dalam penlenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-

Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

2. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data 

sekunder yang terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu : 

a. Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil Amandemen; 

b.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap  bahan hukum primer seperti karya-karya ilmiah, 

kamus hukum, bahan seminar dan pendapat para sarjana yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis mengambil langkah-langkah 

sebagai berikut : 
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1) Untuk memperoleh bahan hukum sekunder, dilakukan dengan 

mengkaji serangkaian dokumen dengan cara membacfa, mengutip 

buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas. 

2) Untuk memperoleh bahan hukum primer, dilakukan dengan mengkaji 

bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

b. Pengolahan Data 

Setelah data tersebut terkumpul baik data sekunder melalui 

kepustakaan maupun data primer melalui wawancara kemudian diolah 

dengan cara : 

1) Editing, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa 

kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian. 

2) Coding, yaitu mengelompokkan kemudian mengklasifikasikan data 

secara sistematika dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu. 

3) Sistematika data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan 

masalah, agar data yang diperoleh mudah dianalisis, jawaban-jawaban 

dari responden diringkas terlebih dahulu dengan cara menggolong-

golongkan ke dalam kategori tertentu yang telah ditetapkan. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan 

menguraikan data ke dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci 
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dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data 

tersebut dan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan, terdiri dari :  Latar Belakang;  Rumusan Masalah;  

Ruang Lingkup; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Kerangka 

Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari : Struktur Pemerintahan Daerah; 

Otonomi Daerah; Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; Kekuasaan Kepala Daerah; Kekuasaan DPRD;. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari : Kedudukan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pmerintahan Daerah. Dan Kedudukan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

Bab IV Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. 
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